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P U T U S A N 

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG 

Yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat 

banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak 

sebagai berikut: 

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Kroya 5 Juni 1981 umur 41 tahun 

agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kota 

Bogor,  dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rinaldina S. 

Mahdi, S.H. dan Partin Yulitha Dewi Daulay, S.H., M.H., 

Advokat dan Pengacara, beralamat di Jalan R. Kosasih 

Nomor 2, Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 

2022 yang terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 

8/IX/639/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 7 September 2022, 

semula sebagai Termohon sekarang sebagai Pembanding; 

melawan 

Terbanding,  tempat   dan  tanggal  lahir Salatiga, 26 Juli 1982, agama 

Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di  Kota Depok, 

dalam hal ini memberi kuasa  kepada Angga Perdana, S.H., 

M.H., Advokat pada Kantor Hukum ANGGA PERDANA & 

PARTNERS, beralamat di Graha Pajajaran Blok F Nomor 3, 

Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, 

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 

2022  yang terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 

38/IX/639/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 27 September 

SALINAN 
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2022, semula sebagai sebagai Pemohon sekarang sebagai 

Terbanding; 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; 

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan 

dengan perkara banding ini; 

DUDUK PERKARA 

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini yang termuat  dalam 

putusan  Pengadilan Agama Bogor   Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr.      

tanggal 5 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 

1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberi izin kepada Pemohon Terbanding untuk menjatuhkan talak satu 

raj'i terhadap Termohon Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama 

Bogor; 

3. Membebankan Pemohon   untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 

230.000,-  (dua ratus tiga puluh ribu rupiah); 

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon yang untuk selanjutnya 

disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Rabu 

tanggal 7 September 2022, sebagaimana tercantum dalam Akta 

Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor 

dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon 

yang selanjutnya disebut Terbanding, pada hari Jum’at, tanggal 9 September 

2022, sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat  oleh  

Juru  Sita  Pengadilan  Agama  Bogor tanggal  9 September 2022; 

Bahwa selanjutnya Pembanding telah menyerahkan memori  banding  

pada  tanggal 22 September 2022 sebagaimana  tercantum  dalam  Surat 

Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera  Pengadilan 

Agama Bogor yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini 

yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- Membatalkan   putusan Pengadilan Agama Bogor, Nomor 

<No.Pkr>/Pdt.G/2022/ PA.Bgr tertanggal 05 September 2022; 

Dengan mengadili sendiri: 
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- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

- Menetapkan biaya menurut hukum; 

Atau:  Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat 

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan  

kepada Terbanding pada hari Jum’at, tanggal 23 September 2022, sesuai 

Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan  

Agama  Bogor tanggal  23 September 2022; 

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah 

menyerahkan Kontra Memori Banding pada  hari Selasa, tanggal 27 

September 2022, sebagaimana  tercantum dalam Surat Tanda Terima 

Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor, 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, yang pada 

pokoknya sebagai berikut:; 

1. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding; 

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor, Nomor 

<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 5 September 2022; 

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam 

perkara ini; 

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan 

diserahkan  kepada Pembanding pada hari Rabu, tanggal 28 September 

2022 sesuai Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat  oleh  

Juru  Sita  Pengadilan  Agama  Bogor tanggal  28 September 2022; 

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara 

banding (inzage) pada tanggal 9 September 2022 dan berdasarkan Berita 

Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr 

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor yang menerangkan 

bahwa Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 14 September 

2022; 

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara 

banding (inzage) pada tanggal 9 September 2022 dan berdasarkan Berita 

Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr 
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yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor yang menerangkan 

bahwa Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 30 September 

2022; 

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor  

W10-A/3346/Hk.05/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022 yang menerangkan 

bahwa berkas perkara banding dari  Pengadilan Agama Bogor Nomor 

<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 5 September 2022 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 8 Shafar 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding pada 

tanggal 7 September 2022, yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama 

Bandung dengan Surat Pengantar Nomor W10-A18/3530/HK.05/X/2022 

tanggal 14 Oktober 2022 telah terdaftar dalam Register Perkara Banding 

pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor  

<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 20 Oktober 2022 yang tembusannya 

disampaikan kepada kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding: 

 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama 

berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan 

Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, Pembanding mempunyai legal standing  untuk mengajukan 

permohonan banding; 

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus 

Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 5 September 2022 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh 

kedua belah pihak berperkara, dan permohonan banding tersebut diajukan 

oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya yang sah pada tanggal 7 

September 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut, diajukan 

masih dalam tenggat waktu banding yaitu 2 (dua) hari kalender sebagaimana 

diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 
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Tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding a 

quo secara formil dapat diterima; 

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini dimana 

pihak Pembanding maupun Terbanding, baik  pada  Tingkat  Pertama  

maupun pada Tingkat  Banding telah  memberikan kuasa kepada 

Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah  

diperiksa  persyaratannya,  ternyata  telah  sesuai  dengan  ketentuan Pasal 

4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat 

dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembading dan kuasa 

Terbanding dinyatakan mempunyai  legal standing untuk mewakili kliennya 

dalam perkara a quo; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan 

mengadili perkara a quo sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha 

mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula   

melaksanakan proses mediasi dengan mediator H. Mumu, S.H. M.H., 

mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam 

pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, 

akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak 

dapat terwujud karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 

130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 

1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses 

penyelesaian perkara  a quo secara litigatif dapat dilanjutkan; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah 

mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan 

Pengadilan Agama Bogor Nomor  <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 5 

September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1444 Hijriyah 

dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini utamanya setelah 
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memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, 

maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis 

Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara 

tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sepenuhnya dapat 

disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pendapat dan 

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang 

perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran 

(ratio decidendi) sebagaimana diuraikan di bawah ini; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku judex facti 

akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan 

meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang 

ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 

492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 juncto Putusan Mahkamah 

Agung RI No. 247K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan 

mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini; 

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat 

dengan Putusan Pengadilan Agama Bogor yang amarnya memberi izin 

kepada Terbanding Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj’i 

terhadap Pembanding Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor 

sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas dengan alasan sebagai 

berikut: 

▪ Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bogor telah 

berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara tetapi tidak 

berhasil, demikian pula upaya mediasi dengan mediator H. Mumu, S.H. 

M.H., juga tidak berhasil mencapai kesepakatan karena itu  Majelis Hakim 

Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa 

upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 65 

dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
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sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2016; 

▪ Bahwa Pemohon dalam permohonan cerainya yang dibacakan di depan 

sidang Pengadilan Agama Bogor telah memohon agar Pengadilan 

Agama Bogor memberi izin kepada Terbanding (Terbanding) untuk 

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Pembanding (Pembanding) di 

depan sidang Pengadilan Agama Bogor dengan alasan sejak awal 

pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus 

menerus yang disebabkan karena Pembanding memiliki kebiasaan buruk 

yang sulit dihilangkan, yaitu sering berselingkuh dengan pria lain, 

walaupun Terbanding sebagai suami sudah sering memperingati dan 

menasehatinya, namun tidak pernah diindahkan yang puncaknya terjadi 

pada bulan April 2022, keduanya berpisah tempat tinggal sampai 

sekarang; 

▪ Bahwa terhadap permohonan cerai talak tersebut, Pembanding pada 

pokoknya membantah dalil Terbanding tentang adanya perselisihan dan 

pertengkaran, karena sudah hidup berumah tangga selama 15 tahun dan 

telah dikaruniai 3 orang anak, namun tidak membantah tentang 

Pembanding memiliki kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan, yaitu sering 

berselingkuh dengan pria lain, walaupun Terbanding sebagai suami 

sudah sering memperingati dan menasehatinya, namun tidak pernah 

diindahkan yang puncaknya terjadi pada bulan April 2022, keduanya 

berpisah tempat tinggal sampai sekarang sebagaimana jawabannya yang 

tercantum dalam Berita Acara Sidang Halaman 18 sampai 22 dan dalam 

repliknya halaman 30 sampai 33; 

▪ Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau 

orang dekat Terbanding dan Pembanding sebagaimana maksud Pasal 22 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun  1975 dan saksi 1 dan 2 

Terbanding dan saksi 1 Pembanding  membenarkan tentang sering 

adanya perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pembanding memiliki 

kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan, yaitu sering berselingkuh dengan 
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pria lain, walaupun Terbanding sebagai suami sudah sering memperingati 

dan menasehatinya, namun tidak pernah diindahkan yang puncaknya 

terjadi pada bulan April 2022, keduanya berpisah tempat tinggal sampai 

sekarang; 

Menimbang, bahwa sikap diam Pembanding tidak membantah dalil 

Terbanding dapat dimaknai bahwa Pembanding telah mengakui dalil 

Terbanding, yaitu tentang Pembanding memiliki kebiasaan buruk yang sulit 

dihilangkan yaitu sering berselingkuh dengan pria lain, walaupun Terbanding 

sebagai suami sudah sering memperingati dan menasehatinya, namun tidak 

pernah diindahkan yang puncaknya terjadi pada bulan April 2022, keduanya 

berpisah tempat tinggal sampai sekarang, hal ini sejalan dengan Putusan 

Mahkamah Agung, Nomor 986 K/Sip/1971, tanggal 22 Maret 1971 dan 

diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat 

Banding sendiri; 

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Terbanding yang tidak dibantah, 

yaitu tentang Pembanding memiliki kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan 

yaitu sering berselingkuh dengan pria lain, walaupun Terbanding sebagai 

suami sudah sering memperingati dan menasehatinya, namun tidak pernah 

diindahkan yang puncaknya terjadi pada bulan April 2022, keduanya 

berpisah tempat tinggal sampai sekarang, maka terhadap dalil yang tidak 

dibantah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil tersebut 

telah diakui oleh Pembanding, karena itu kepada Terbanding tidak harus 

membuktikannya sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR, pengakuan adalah 

bukti yang sempurna;  

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pembanding 

membantah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak 

membantah Pembanding memiliki kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan, 

yaitu sering berselingkuh dengan pria lain, walaupun Terbanding sebagai 

suami sudah sering memperingati dan menasehatinya, namun tidak pernah 

diindahkan yang puncaknya terjadi pada bulan April 2022, keduanya 

berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan berdasarkan keterangan 2 

(dua) orang saksi yang diajukan Terbanding, yaitu saksi 1 (Terbanding) dan 



 

Hlm. 9 dari 15 hlm. Put. No <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.  

 

 

Saksi 2 (Terbanding)  sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sidang 

halaman 86 sampai 92, keduanya menerangkan bahwa antara Pembanding 

dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi kedua 

dari Pembanding yang bernama saksi 2 (Pembanding) sebagaimana 

tertuang dalam Berita Acara sidang halaman 122 sampai 127 bahwa 

Pembanding dan Terbanding telah berpisah sejak bulan April 2022 sampai 

sekarang; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 4 tahun 2014 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 

2018 pada Rumusan Kamar memberikan pedoman perkawinan yang pecah 

(broken marriage) yaitu ”Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta 

menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan 

indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah 

tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak 

meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah 

ranjang/tempat tinggal bersama; 

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Terbanding bahwa 

antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 

bulan April 2022 sampai sekarang dimana menurut yurisprudensi MARI No. 

379 K/AG/1995  tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam 

serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah 

tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari fakta 

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga 

Pembanding dan Terbanding  sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 

terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan Pembanding 

memiliki kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan yaitu sering berselingkuh 

dengan pria lain, walaupun Terbanding sebagai suami sudah sering 

memperingati dan menasehatinya, namun tidak pernah diindahkan yang 

puncaknya terjadi pada bulan April 2022, keduanya berpisah tempat tinggal 

sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus 
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kumpul dalam satu rumah atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada 

izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan 

berpisahnya Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, 

sehingga telah terbukti antara Pembanding dan Terbanding  telah terjadi 

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat 

dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha didamaikan baik oleh 

Majelis Hakim maupun oleh mediator, akan tetapi tetap  tidak berhasil dan 

Terbanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Pembanding, 

terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai  dengan Pembanding; 

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan 

lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,  bahkan menurut penjelasan pasal 

tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila  unsur ini 

sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa 

sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh; 

   Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri 

dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara 

lain mutual respect (saling hormat), mutual help (saling bantu membantu), 

mutual cooperation (saling bekerja sama), mutual inter-dependency 

(saling ketergantungan) dan mutual understanding (saling pengertian), 

akan tetapi dalam perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon hal 

tersebut sudah tidak terjadi; 

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 

K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan ”Menurut Hukum Islam 

pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai 

suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan 

kuat. Al-qur’an menyebutnya dengan ”Mitsaqan ghalidzan”, yaitu suatu 

perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan 

dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang 

diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan 
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tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga, 

dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f ) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam”;  

 Menimbang,  bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan 

tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan 

perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk 

(persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin 

sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (broken marriage) dan tidak 

utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat 

mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia 

karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan 

mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap 

dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudlaratan-kemudlaratan yang 

lebih besar bagi para pihak; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana 

pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai 

bahwa perkawinan Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada harapan 

akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan 

perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21:  

لقوم  لاية  ذا لك  في  ان  ورحمة  مودة  بينكم  وجعل  اليها  لتسكنو  ازوجا  انفسكم  من  لكم  خلق  ان  ايته  ومن 

 رون يتفك

Artinya: ”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”; 

 Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 

Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan ”Bilamana 

antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcokan 

secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak 



 

Hlm. 12 dari 15 hlm. Put. No <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.  

 

 

berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya 

ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, 

sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975; 

Menimbang, bahwa karena rasa benci diantara suami isteri sudah 

memuncak yang berwujud telah terjadi pertengkaran  dan percekcokan  

terus menerus dan sulit untuk didamaikan  lagi  hal ini sejalan dengan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 

1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami istri yang telah 

cekcok satu sama lain, sudah hidup berpisah dan isteri pun tidak berniat 

meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya, hal itu 

dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi sesuai dengan alasan 

perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, 

maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 39 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Terbanding pada 

petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dan diktum angka 2 (dua) Putusan 

Pengadilan Agama Bogor dalam perkara a quo yang amarnya memberi izin 

kepada Terbanding (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap 

Pembanding (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor harus 

dipertahankan; 

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan 

selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim 

Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-

keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 

Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat 
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Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan 

Pembanding satu persatu; 

Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

secara keseluruhan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim 

Tingkat Banding berpendapat  bahwa Putusan Pengadilan Agama Bogor  

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 5 September 2022 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1444 Hijriyah harus dikuatkan; 

Menimbang, bahwa meskipun perceraian ini atas kehendak 

Terbanding, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 

2017, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar 

Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi 

Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 yang 

pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili 

Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi 

perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, 

Pembanding dapat mengajukan hak-haknya dalam gugatan perkara baru, 

karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengadili secara ex 

officio, karena tidak menemukan bukti penghasilan Terbanding sebagai 

seorang dokter spesialis; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam lingkup 

perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan dalam tingkat banding 

dibebankan kepada Pembanding; 

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.            

MENGADILI 

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima; 
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II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 

<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 5 September 2022 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1444 Hijriyah; 

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara 

pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu 

rupiah); 

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung  pada hari Rabu, tanggal 2 November 

2022 Masehi bertepatan   dengan  tanggal  7  Rabiul  Akhir  1444      Hijriyah,  

oleh  kami  Drs. H. Enas Nasai, S.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. 

Asep Saepudin, M., S.Q. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H.,M.H. masing-

masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi 

Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 

<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 20 Oktober 2022, putusan tersebut 

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua 

Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Setya 

Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding atau 

kuasanya dan Terbanding atau kuasanya; 

 

Ketua Majelis  

                                           

                                         ttd           

           

  Drs. H. Enas Nasai, S.H. 

Hakim Anggota I                    Hakim Anggota II       

 

            ttd               ttd             

Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q.          Drs.H. Ayep Saepul Miftah, S.H., MH. 
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    Panitera Pengganti 

       ttd 

 

       Setya Rini, SH. 

 

 

Perincian Biaya Perkara : 

1. Pemberkasan     =  Rp 130.000,00                          

2. Redaksi              =  Rp   10.000,00   

3. Meterai               =  Rp   10.000,00 

       Jumlah            =  Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) 

 

Untuk salinan sesuai dengan aslinya 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

Panitera, 

 

 

 

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H. 

 


